[ SALINAN ]

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI
PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pemberian tunjangan pegawai merupakan salah
satu upaya untuk meningkatkan kesejahterahan guna
meningkatkan daya beli pegawai Kabupaten Tangerang
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah
Kabupaten Tangerang;

b. bahwa untuk mempertahankan daya beli, Pemerintah
Kabupaten Tangerang memberikan gaji ketiga belas bagi
pegawai nonaparatur sipil negara Kabupaten Tangerang;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemberian gaji ketiga belas bagi pegawai nonaparatur
sipil negara diberikan suatu pedoman teknis pemberian

gaji ketiga belas;

d. bahwa...



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian
Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Nonaparatur Sipil Negara
Tahun 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan...



Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI
KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL
NEGARA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat...



(1)

(2)

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai Daerah yang
tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang mendapatkan
penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja Daerah dan ditugaskan pada unit kerja selain
BLUD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja
perangkat daerah atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara
umum Daerah yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2
Pemerintah Daerah memberikan gaji ketiga belas bagi
Pegawai Non-ASN dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Daerah.
Besaran gaji ketiga belas bagi Pegawai Non-ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 3...



(1)

(2)

(1)

Pasal 3

Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

warga negara Indonesia;

pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah
melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh
dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu)
tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan
perjanjian kerja;

pendanaan belanja pegawainya di bebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan
dan/atau telah menandatangani perjanjian Kkerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam hal Pegawai Non-ASN belum melaksanakan tugas

pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling

singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), gaji ketiga belas dapat diberikan dengan

ketentuan:

a.

telah menandatangi perjanjian kerja dengan pejabat
yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dalam
perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak
menerima gaji ketiga belas; atau

telah ditetapkan menerima gaji ketiga belas oleh
pejabat  pembina  kepegawaian dalam = surat
keputusan pengangkatannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dibayarkan paling cepat bulan Juli.

(2) Dalam...



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan karena keterbatasan
persediaan dana pada periode berkenaan, gaji ketiga belas

dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

Pasal 5
Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggung

Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dibebankan pada DPA Perangkat Daerah
berkenaan.

Tata cara pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan

Daerah.

Pasal 7...



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Juli 2022
BUPATI TANGERANG,
Ttd.
A. ZAKI ISKANDAR
Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.
MOCH. MAESYAL RASYID
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001




